[ SALINAN ]

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ASAHAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa,
sudah tidaksesuai lagi dengan perkembangan, kondisi

dan keadaanpada saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa
dalam Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah
Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 18);

9. Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA.

Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 76 Peraturan BupatiAsahan Nomor 9 Tahun 2019

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 9) diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi

sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 76

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan
keuangan Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa
berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang membidangi :

a. perencanaan pembangunan daerah;

b. pengelolaan keuangan daerah;

c. pengelolaanpendapatan daerah;

d. pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
e. pembentukan produk hukum daerah.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Asahan dan
camat.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI ASAHAN,

ttd

SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 93



